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DPD RI menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yaitu, 
fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan. DPD RI merupakan bagian 
dari lembaga legislatif dalam fiqih siyasah di kenal dengan istilah ahl al- halli 
wa al-„aqd Mereka adalah para tokoh, ulama, pemimpin suku. 
Bertolak dari fungsi dan peran serta kompetensi DPD RI di atas, 
maka problem akademik yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:  
bagaimanakah  kedudukan DPD RI dalam sistem tata negara Indonesia? dan  
bagaimanakah pandangan fiqih siyasah dusturiyah terhadap kedudukan DPD 
RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?”.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan DPD dalam 
sitem tata negara Indonesia dan untuk mengetahui bagaimanakah pandangan 
fiqih siyasah dusturiyah terhadap kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library 
research), menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, sekunder 
dan tersier. Adapun dalam menganalisis data digunakan metode deskriptif 
analitis,  dengan tehnik content analysis (analisisisi). 
Penelitian menghasilkan temuan bahwa kedudukan lembaga DPD 
RI dalam sistem tata negara Indonesia mempunyai kedudukan dan kewenangan 
yang terbatas yang telah diatur dalam UUD 1945. Seharusnya kedudukan dan 
kompetensi DPD RI itu harus diperkuatkan atau ditambah lagi melalui 
amandemen ke lima agar kinerja suatu lembaga DPD RI menjadi lebih baik 
dalam otonomi daerah. Jika DPD RI mempunyai kedudukan tidak terbatas, 
maka ia mempuyai kewenangan khusus dan lebih ber-antusias dalam 
kinerjanya membangun daerah. 
Pandangan fiqih siyasah dusturiyah terhadap kedudukan DPD RI 
dalam sistem tatanegara Indonesia yang ada selama ini tampak tidak sejalan 
atau tidak sesuai, karena ahl al-halli wa al-„aqd merupakan perwakilan rakyat 
yang dapat memberi fatwa, sedangkan DPD RI merupakan lembaga yang 
mempunyai kedudukan kewenangan yang terbatas. Sejatinya eksistensi DPD 
RI ditingkatkan dan diperkuatkan kembali Undang-undangnya melalui 
amandemen kelima terhadap UUD 1945. 
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A. Latar Belakang  
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) lahir 1 
Oktober 2004 dengan fondasi hukum yang kuat dalam kerangka hukum tata 
negara Indonesia, yaitu setelah diamandemennya UUD 1945 Pasal 2 ayat (1) 
yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah 




Kelahiran DPD RI telah membangkitkan optimisme masyarakat di 
daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah- masalah yang dihadapi daerah 
dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional sampai melahirkan solusi 
pembangunan di daerah yang konkrit. Untuk memenuhi harapan daerah yang 
besar tersebut. DPD RI menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yaitu, 
fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan. Pertama, fungsi legislasi yaitu, 
mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR dan ikut 
membahas RUU terkait otonomi daerah. Kedua, fungsi pertimbangan dengan 
memberikan pertimbangan kepada DPR. Ketiga, fungsi pengawasan yaitu, 
dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan 
                                                 
1
M. Yusuf, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 









Membangun daerah di seluruh pelosok Indonesia membutuhkan 
sinergitas antar lembaga lembaga seperti DPD RI, DPR RI dan segenap 
komponen bangsa. Baik DPD RI maupun DPR RI memiliki peran yang sama 
dalam wewenangnya yaitu,
 
legislasi, anggaran dan pengawasan berkerja sama 
dalam mengusulkan, mengajukan merundingkan serta menetapkan UU yang 
akan diberlakukan di Indonesia.
 3
 
Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia  (DPD RI) 
dimaksudkan agar mekanisme check and balance dapat berjalan  relatif 
seimbang, terutama yang berkaitan dengan kebijakan di pusat dan  kebijakan di 
daerah. Menurut Ramlan Surbakti, beberapa pertimbangan  Indonesia 
membentuk Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah 
sebagai berikut: 
1. Distribusi penduduk Indonesia menurut wilayah sangat timpang dan 
terlampaui besar terkonsentrasi di Pulau Jawa. 
2. Sejarah Indonesia menunjukkan aspirasi kedaerahan sangat nyata dan  
mempunyai basis materiil yang sangat kuat yaitu adanya pluralisme  daerah 
otonom seperti daerah istimewa dan daerah khusus.
 4
 
DPR RI merupakan cermin representasi politik (political  
representation), sedangkan DPD RI mencerminkan prinsip representasi 
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 Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan (Bandung:PT 
Remaja Rosda Karya, 2014), hlm. 228. 
3
 ibid hlm. 233. 
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teritorial atau regional (regional representation).
5
 Jadi keberadaan DPD RI 
disini bertujuan untuk lebih mangakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus 
memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan 
keputusan politik untuk hal-hal yang berkaitan langsung  dengan kepentingan 
daerah. Selain itu DPD juga diharapkan hadir sebagai lembaga yang mampu 
membantu untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi antar pusat dan daerah 
sesuai semangat otonomi daerah yang menjamin keadilan, demokrasi, dan 
jaminan keutuhan integritas wilayah negara.
6
 
Sistem yang seperti ini kemudian bisa dikatakan sebagai bentuk sistem 
parlemen bikameral (dua kamar) karena ada dua lembaga legislatif yang 
dibentuk dengan fungsi dan wewenang yang hampir sama hanya berbeda 
dalam fungsi pengambilan keputusan saja. Semula kedua lembaga legislative 
ini digagas dengan fungsi seperti parlemen yang telah diterapkan pada negara –
negara yang menganut sistem bikameral namun ada sedikit yang berbeda di 
Indonesia dibandingkan negara-negara tersebut.  
Gagasan  awal parlemen bikameral Indonesia tidak persis seperti itu 
sebab Presiden juga ikut memegang kekuasaan legislatif sehingga tidak dapat 
memveto sebuah RUU yang telah lolos di parlemen. Tetapi jelas pula bahwa 
ketika itu yang diusulkan adalah hadirnya sebuah DPD RI  yang juga 
                                                 
5
 Jimly Asshiddiqie,  Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi 
(Jakarta:  Sinar Grafika, 2010), hlm. 119. 
 
6
 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam 









Di dalam UUD NRI tahun 1945 jumlah anggota DPD RI ditetapkan  
tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR RI. Penetapan jumlah wakil 
daerah yang sama dan setiap provinsi pada keanggotaan DPD RI menunjukkan 
kesamaan status provinsi-provinsi itu sebagai bagian integral dari negara 
Indonesia. Pemilihan DPD RI  juga dilakukan dalam pemilu langsung oleh 




1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat 
dan daerah. 
2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang 
(RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; 
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan 
pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan 
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 Moh Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi 
(Jakarta: PT.Grafindo Persada,2010), hlm. 69. 
 
8
 Lihat  Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 





(RUUAP) dan Belanja Negara Dan Rancangan Undang-Undang yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 
3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan 
undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan 
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta 
menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.   
DPD RI setidaknya memiliki 3 fungsi yang terbatas di bidang legislasi, 
pengawasan, dan pertimbangan. Fungsi DPD RI ini berkaitan erat dengan 




Untuk memperjelas peran DPD RI sebagai salah satu lembaga legislatif 
maka hal ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang 
MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (UU MD3). UU tersebut mengatur tentang 
fungsi dan kewenangan dari lembaga negara Indonesia.
10
 
Namun yang terjadi kewenangan yang diatur tersebut direduksi dari 
kewenangan DPD RI yang sebenarnya sesuai dengan pasal 22C UUD NRI 
tahun 1945, DPD RI menilai bahwa kewenangannya direduksi dalam Undang-
undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (UU 
MD3).  
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 Lihat pasal 22C UUD NRI tahun 1945   
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Dari Hasil Putusan Mahkamah Kontitusi sebagai lembaga yang 
berwenang  menangani  perkara Yudisial Review maka diputuskan melalui 
Putusan No 92/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwasannya Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) meluruskan makna Pasal 22D ayat (1) 
dan ayat (2) Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI 
1945) yang memberikan kewenangan konstitusional kepada Dewan Perwakilan 
Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam mengajukan Rancangan Undang-
Undang (RUU)  dan ikut membahasnya sejak awal hingga akhir, proses 
legislasi yang tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 
(DPD RI), sejauh menyangkut kewenangan konstitusionalnya menjadi cacat 
hukum. Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengembalikan kewenangan DPD 
RI bersama DPR RI dan Presiden dalam menentukan Program Legislasi 
Nasional (Prolegnas). 
Permasalahan dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara 
pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-
kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup 
pembahasannya sangat luas. Oleh karna itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah 
biasanya hanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan 
yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-
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 Prof. H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-





Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas 
dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Persoalan dan ruang lingkup. 
2. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya. 
3. Persoalan wahliyul ahdi. 
4. Persoalan perwakilan. 
5. Persoalan ahlul halli wal aqdi.12 
Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah 
umunya tidak dapat di lepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, 
baik ayat-ayat al-qur‟an maupun hadist, dan semangat ajaran islam di dalam 
mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan 
masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di 
dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena 
perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, 
meskipun tidak seluruhnya. 
Sebagian dari dalil-dalil kulliy dan aturan-aturan yang dapat berubah 
akan di kemukakan dalam pembahasan selanjutnya. 
Apabila kita lihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah ini dapat dibagi 
menjadi kepada: 
1. Bidang siyasah tasri‟iyyah, termasuk didalamnya persoalan ahlu halli wal 
aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di 
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dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan 
pelaksanaan, peraturan daeran, dan sebagainya. 
2. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, 
persoalan bai‟ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain. 
3. Bidang siyasah qadla‟iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 
peradilan. 
4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 
administratif dan kepegawaian. 
Istilah DPD RI atau DPR RI dalam fiqih siyasah di kenal dengan istilah 
ahl al-halli wa al-„aqd, adalah istilah yang digunakan oleh para fukaha dan 
ahli sejarah untuk menyebut orang-orang yang mempunyai kekuatan, pengaruh 
dan menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah. Mereka adalah para tokoh, 
ulama, pemimpin suku yang mempunyai fungsi dan wewenang yaitu: Pertama, 
ahl al-halli wa al-„aqd pemegang kekuasaan tertinggi untuk memilih dan 
membai‟at imam serta untuk memecat dan memberhentiakan khalifah. Kedua, 
mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang 
maslahat. Ketiga, mempunyai wewenang membuat undang-undang yang 
mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur tegas oleh Al-
Qur‟an dan Al-Hadits. Keempat, tempat konsultasi imam didalam menentukan 
kebijakannya. Kelima mengawasi jalannya pemerintahan.
13
 
Kekuasaan ketatanegaraan Islam, berada di tangan umat, ahl al-halli wa 
al-„aqd bisa dianggap mewakili umat dalam menentukan siapa penguasa yang 
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akan memimpin umat, khususnya dalam melaksanakan fardhu kifayah dalam 
pengangkatan khalifah, yang tidak harus dilakukan oleh semua umat.
14
 
Adapun dalil yang dapat digunakan mengenai peran ahl al-halli wa al-
„aqd sebagai berikut: 
ٌْ حََُاَصْعخُْى فًِ شَ  ِ ُُْكْى فَئ أُِٔنً األْيِش ِي َٔ ُعَٕل  أَِطٍُعٕا انشَّ َٔ  َ ٍَ آَيُُٕا أَِطٍُعٕا َّللاَّ ٍء ٌَا أٌََُّٓا انَِّزٌ ًْ
ِو اَِخِش َرنِكَ  ْٕ اْنٍَ َٔ  ِ ٌَ بِاَّللَّ ُْخُْى حُْؤِيُُٕ ٌْ ُك ُعِٕل إِ انشَّ َٔ  ِ ُِٔ إِنَى َّللاَّ ٌِٔال ) فَُشدُّ
ٍُ حَأْ أَْحَغ َٔ ٌٍْش  (٩٥َخ  
Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah 
(Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(surat Annisa ayat 59). 
 
Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa secara kronologis umat 
Islam diperintahkan untuk taat kepada Allah Swt dalam arti mengerjakan 
semua yang diperintahkaNya dan berupaya meninggalkan apa apa yang 
dilarangNya juga mentaati kepada utusan Allah Swt, dalam arti segala apa 
yang diucapkan, diperbuat dan ditetapkan oleh Rosullullah maka wajib ditaati, 
sedangkan kewajiban taat kepada ulil amr yaitu pemerintah atau penguasa yang 
termasuk di dalamnya adalah ahl al-halli wa al-„aqd.  
Berdasarkan dari sekilas latar belakang tersebut di atas maka penulis 
tertarik atau terdorong untuk melakukan penelitian mengenai peran DPD RI 
dalam sistem tata negara Indonesia dilihat dari perspektif sistem tata negara 
dalam Islam. Ketertarikan penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut, 
dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “PERAN DPD 
                                                 
14





RI dalam Sistem Tata Negara Indonesia Menurut Perspektif Fiqih 
Siyasah Dusturiyah”. 
B. Batasan masalah  
Agar penelitain ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 
dipersoalkan, maka penelitian ini hanya berkisar tentang Peran DPD RI Dalam 
Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah. 
C. Rumusan Masalah 
Dari uraian singkat di atas, penulis dapat mengambil rumusan masalah 
dalam Pembahasan skripsi ini sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah peran DPD RI dalam sistem tata negara Indonesia? 
2. Bagaimanakah pandangan dan persoalan fiqih siyasah dusturiyah terhadap 
peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui peran DPD Ri dalam sistem tata negara Indonesia. 
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap 
peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum Tata 
Negara (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Univesitas Islam 





b. Bagi pembaca dapat dijadikan referensi tentang peran negara dalam 
bidang legislasi dan berguna untuk penelitian selanjutnya. 
c. Bagi penulis dapat dijadikan pengalaman dan penerapan atas teori 
yang telah dipelajari dalam proses belajar mengajar. 
E. Metode Penelitian 
Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih sistematis, terarah serta 
sampai pada tujuan, maka yang perlu diuraikan beberapa hal di bawah ini : 
1. Jenis dan sifat penelitian 
a. Jenis penelitian 
Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian pustaka 
(libray reseach). Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. 
Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan  untuk 
membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta- fakta, sifat-sifat 
serta hubungan antara phenomena yang diselidiki. Sedangkan 
penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data 
deskriptif, berupa kata-kata lisan dan prilaku mereka yang diamati.
15
 
b. Sifat peneliti 
Penelitian ini bersifat Komperatif analisis yakni suatu 
penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan 
untuk membandingkan persaaan dan perbedaan dua atau kebih fakta-
fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka 
pemikiran tertentu. Penelitian ini ingin menggambarkan dan 
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melakukan analisis dengan apa adanya tentang pandangan fiqih 
siyasah dusturiyah tentang peran DPD RI. 
2. Data dan Sumber Data 
Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan 
skripsi ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui tiga 
cara yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum 
sekunder, dan sumber bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya 
berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu:
16
 
a. Sumber bahan hukum primer 
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya 
mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. 
Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan peran DPD RI dalam ssistem tata negara Indonesia 
perspektif fiqih siyasah dusturiyah. Berdasarkan teori maka 
bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah al-Qur‟an, 
hadits, buku- buku tentang Islam yang berkaitan dengan 
pembahasan tersebut. 
b. Sumber bahan hukum sekunder 
Sumber data dalam penelitian ini ada sumber bahan 
hukum sekunder data, yaitu data yang diproleh melalui pihak 
lain yang menulis  tentang DPD atau ahl-hall wa al-aqd tetapi 
mendukung pada pembahasan ini. 
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3. Tehnik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dapat di gunakan untuk 
membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa:
 
a. Metode historis, yaitu selalu berhubungan dengan sejarah, 
sejarah adalah tentang masalalu. Dalam permasalahan ini 
penulis menganalisis dengan metode historis yang dimana 
penulis menceritakan sejarah terbentuknya DPD RI dalam 
parlemen dan menganalisiskan tentang peran DPD RI. 
b. Dokumentasi, yaitu mencari data-data verbal yang berupa 
tulisan. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan 
data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat 




4. Teknik Pengolahan Data 
Data yang dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data 
pada umumnya dilakukan cara: 
a. Editing, yaitu: mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah 
cukup lengap, sudah benar dan sesuai atau relevan dengan 
masalah. 
b. Sistematizing atau sistematis yaitu: untuk menempatkan data 
menurut kerangka sitematika bahasan berdasarkan urutan 
masalah. 
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c. Klasifikasi yaitu melakukan pemisahan terhadap data secara 
cermat dan mengelompokkan menurut bagian masing-masing, 
kemudian dipilih mana yang sesuai bahan pokok bahasan. 
Setelah mengumpulkan data, penulis mengoreksi data dengan 
mengecek data kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, 
setelah itu memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan 
sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara 
teratur secara berurutan sehingga dapat menjadi sebuah pembahasan 
yang dapat di pahami, dengan menetapkan data secara sistematis 
sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian dapat 
ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.
18
 
5. Teknik Analisa Data 
Proses selanjutnya kegiatan akhir setelah semua data 
terkumpul, diolah dan dianalisis, kemudian data berikutnya 
dilakukan penyimpulan. Dalam analisa data digunakan data 
deskriptip kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang 
ada di pustaka, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban 
terhadap permasalahan. Sedangkan yang berkaitan dengan analisa 
data ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu 
mencari pemecahan masalah yang sedang diteliti. 
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F. Sistematika Penulisan 
Penulis mengklasifikasikan skripsi ini kedalam beberapa bab dengan 
sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini menerangkan tentang latar belakang, batasan masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika 
penulisan 
BAB II : DPD RI DALAM SISTEM TATA NEGARA INDONESIA 
Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian lembaga 
DPD RI, sejarah terbentuknya lembaga DPD RI, tugas dan 
wewenang lembaga DPD RI serta peran lembaga DPD RI.  
BAB III:LEMBAGA PERWAKILAN MENURUT FIQIH SIYASAH       
DUSTURIYAH                                                                                                                       
 Pada bab ini berisikan pengertian fiqih dan ruang lingkup fiqih 
siyasah, konsep lembaga perwakilan, sejarah lembaga perwakilan, 
tugas dan wewenang dan peran lembaga perwakilan dalam islam 
BAB IV : HASIL DAN ANALISA DATA 
 Peran DPD RI dalam sistem tata negara Indonesia dan pandangan 
fiqih siyasah dusturiyah terhadap peran DPD RI dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia 
BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 







DPD RI DALAM SISTEM TATA NEGARA INDONESIA 
A. Pengertian DPD RI 
DPD RI adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 
(disingkat DPD RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Utusan Daerah, adalah 
lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang 
anggotanya merupakan perwakilan dari setiap Provinsi yang dipilih melalui 
Pemilihan Umum.
19 
Salah satu perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945 pada 10 
November 2001 (perubahan ketiga) adalah dibentuknya badan baru yang 
bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam ketentuan lama (sebelum 
UUD 1945 diubah) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditambah dengan utusan-utusan 
dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan 
dengan undang-undang. 
Dimaksud dengan utusan-utusan dari daerah-daerah menurut UUD 
1945 yang belum diubah itu, dalam undang- undang yang ditetapkan 10 bulan 
kemudian adalah wakil dari provinsi-provinsi yang jumlahnya 4 (empat) orang 
untuk setiap provinsi. Ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 lama yang 
terdiri dari 3 ayat itu diubah menjadi satu ayat Pasal 2 ayat (1) yangberbunyi: 
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Majelis permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah yang 




Lembaga negara baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah ini 
secara khusus diatur lebih lanjut dalam dalam Bab VII-A tentang Dewan 
Perwakilan Daerah dan terdiri atas dua pasal (Pasal 22C dan Pasal 22D). 
Dalam pasal 22C antara lain dikatakan: 
1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah terpilih dari setiap provinsi melalui 
pemilihanumum; 
2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama 
dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari 
sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat; 
3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalamsetahun. 
4) Susunan dan peran Dewan Perwakilan Daerah diatur denganundang-
undang. 
Dalam anggota DPD tidak berasal dari anggota partai politik tetapi 
merupakan orang-orang independen yang berasal dari berbagai latar belakang 
misalnya tokoh masyarakat, pengusaha dan sebagainya. Pertama kalinya 
dipilih pada Pemilihan Umum Tahun 2004, berjumlah 128 orang terdiri atas 4 
orang setiap provinsi dari 32 provinsi, sesuai Pasal 22 C ayat (2) : Anggota 
Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah 
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seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga 
jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
21 
Kelahiran DPD telah membangkitkan harapan dan semangat 
masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah yang 
dihadapi daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional. 
Harapan besar terhadap DPD yang akan menjamin dan memperjuangkan 
kepentingan daerah sebagai bagian yang serasi dari kepentingan nasional, dan 
kepentingan nasional secara serasi merangkum kepentingan daerah, sehingga 
lahirlah kebijakan-kebijakan publik baik di tingkat nasional maupun di daerah 
yang dianggap tidak merugikan dan senantiasa sejalan dengan kepentingan 
daerah dan kepentingan rakyat di seluruh tanah air. Dibentuknya lembaga baru 
DPD senafas dengan semangat Otonomi Daerah, seharusnya negara kita sudah 
menganut ssstem bikameral untuk memperkuat sistem parlemen ternyata dari 
uraian pasal-pasal yang mengatur fungsi, tugas dan wewenang DPD dalam 
UUD 1945. 
B. Sejarah Terbentuknya DPDRI 
DPD RI lahir dipengaruhi oleh dua arus besar yang menginstalasi 
lembaga baru pada legislatif Indonesia. Arus pertama: terlihat adanya 
reformasi, khususnya demokratisasi yang sudah berjalan lama hingga transfer 
pemerintahan dari Suharto ke B.J Habibi. Kedua: adanya otonomi daerah yang 
mereaksi sentralisasi pemerintahan pada dua rezim. Kedua arus inilah pada 
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akhirnya melahirkan formulasi konstitusi baru, di mana DPD RI menjadi 
lembaga baru yang dibentuk atas hasil amandemen konstitusi.
 22
 
Sejak berdirinya MPR ada utusan daerah di dalam MPR, utusan daerah 
itu tidak berfungsi dengan efektif memperjuangkan kepentingan daerah, oleh 
karena proses pengangkatannya tidak dilakukan dengan demokratis.
23
 
Selanjutnya pada rezim Orde Baru utusan daerah dipilih oleh DPRD, 
sedangkan DPRD itu sendiri dipilih oleh pemerintah yang berkuasa pada 
distrik masing-masing seperti istri gubernur, dan para keluarganya. Efeknya 
dalam kapasitas keberwakilan daerah tidak efektif. Daerah-daerah penghasil 
terbesar sumber daya ekonomi, sumber daya alam, secara ekonomis daerah-
daerah tersebut paling miskin. Seperti propinsi Papua yang paling kaya akan 
sumber daya alam dan tambang namun, justru rakyatnya paling miskin. Selain 
itu keputusan dan proses eksekusi dan politik berada di pusat. Maka tidak 
lepas dari orientasi pembangunan yang mengarah ke pusat sehingga daerah-
daerah terpencil dan kelompok minoritas tetap tereliminasi. 
Tidak dapat dihindari bahwa ada konsepsi mengenai peningkatan dan 
pemberdayaan keberwakilan daerah perlu disuplai di lembaga legislatif. 
Kemudian ada pemikiran untuk meningkatkan dan memperdayakan 
keterwakilan daerah di dalam lembaga legislatif. Seperti partai Golkar, PPP 
dan para utusan daerah. Akhirnya muncul kesepakatan untuk menerapkan 
sistem bicameral meskipun soft bicameral, dengan alasan bahwa DPD RI 
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merupakan bentuk perwujudan dari otonomi daerah. Perhatian besar terhadap 
fungsi legslasi dan pengawasan DPD RI menyangsikan lembaga negara ini 
dapat menjalankan kedua fungsi itu dengan baik dan berhasil. Dalam struktur 
kekuasaan legislatif yang baru di Indonesia, DPD RI, lahir sebagai 
konsekuensi dari proses reformasi kekuasaan legislatif. Dengan legitimasi 
yang kuat dan besar dari pada kostituennya, sangatlah wajar bila harapan 
mereka kepada para anggota DPD RI pun sangat besar. Utamanya dalam 
memperjuangkan aspirasi mereka di tingkat nasional. DPD RI dijadikan 
sebagai jembatan untuk menghubungkan pusat dan daerah, mengingat DPD RI 
sebagai wakil/distrik bukan wakil kelompok atau partai seperti DPR RI.
24 
Indonesia sedang menjalani sistem dua kamar. Ada DPR RI dan DPD 
RI yang keduanya menjadi anggota MPR. Sama dengan sistem di Amerika 
Serikat yaitu ada DPR dan senat yang menjadi anggota kongres. Bila negara 
lain antara DPR dan senat telah memiliki tata hubungan hak dan kewajiban 
yang jelas dalam rangka memperkuat nafas demokrasi dan keterwakilan, di 
Indonesia DPD adalah lembaga yang masih mencari formateksitensinya. 
Berkaitan dengan lahirnya DPD RI penulis meminjam argumentasi 
yang ditulis oleh Mahfud MD dalam bukunya berjudul Politik Hukum di 
Indonesia bahwa hukum merupakan produk politik.
25
 Alasan tersebut lahir 
ditandai dengan adanya determinasi antara politik dan hukum, politik 
determinasi hukum begitu juga sebaliknya hukum determinasi politik. Itu 
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merupakan konsekuensi logis karena proses amandemen konstitusi 
dilaksanakan oleh Dewan legislatif lama yang didominasi oleh partai politik 
yang belum selesai direformasi, tanpa melibatkan DPD RI yang ketika itu 
memang belum terbentuk. 
Runtuhnya rezim Suharto pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi saat yang 
menentukan (turning poin) untuk mereformasi seluruh aspek kehidupan 
berbangsa, mulai dari aspek ekonomi, politik, hukum, sosial-budaya dan 
militer. Reformasi itu harus dimulai dengan mengamanden UUD 1945 sebab 
secara de facto UUD 1945 belum mampu menghadirkan pemerintahan yang 
demokratis, UUD 1945 belum cukup konkret dalam mengatur pembatasan 
kekuasaan presiden, sistem cheks and balances serta jaminan HAM. 
Kajian mengenai pembentukan DPD RI berawal dari perubahan UUD 
1945 yang melahirkan konstitusi baru. Menjadi ketertarikan tersendiri karena 
pertama, dalam sejarah Indonesia baru pertama kali mengamandemen UUD 
1945. Kedua, merupakan usaha untuk memformat demokrasi Indonesia. 
Ketiga, terjadinya pro dan kontra antar fraksi di MPR RI. Keempat, terjadi 
perdebatan sejauh mana  amandemen tersebut dilakukan. Kelima, adanya 
dinamika yang melibatkan masyarakat sipil seperti LSM (Lembaga swadaya 
masyarakat), tim ahli konstitusi, akedemisi, dan lainya.
26
 Melihat adanya dua 
kelompok di MPR RI maka dapat digolongkan menjadi dua yaitu: 
1. Reformis progresif, yang menginginkan amandemen luas. 
2. Reformis moderat, yang menginginkan amandemen terbatas. 
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Sistem bicameral adalah wujud institusional dari lembaga perwakilan 
atau parlemen sebuah negara yang terdiri atas dua kamar (Majelis). Majelis 
yang anggotanya dipilih dan mewakili rakyat yang berdasarkan jumlah 
penduduk secara generik disebut majelis pertama atau majelis rendah, dan 
dikenal juga sebagai lembaga perwakilan. Majelis yang anggotanya dipilih 
atau diangkat dengan dasar lain (bukan jumlah penduduk), disebut sebagai 
majelis kedua atau majelis tinggi dan di sebagian besar negara disubut sebagai 
Senat.
27 
Hasil studi IDEA (Institute for Democracy and Electoal Assistance). 
Diindikasikan dari 54 negara yang dianggap sebagai negara demokrasi, 
sebanyak 32 negara memilih bicameral, sedangkan 22 negara memilih 
unikameral. Ini menunjukan di sebagian besar negara yang menganut paham 
demokrasi, beranggapan sistem bicameral lebih cocok. Dari 32 negara yang 
memiliki sistem bikameral tersebut, 20 di antaranya adalah negara kesatuan. 
Dengan demikian sistem bikameral tidak hanya berlaku di negara federal. 
Negara demokrasi dengan jumlah penduduk besar umumnya memiliki dua 
majelis. Selanjutnya spektrum negara-negara ASEAN. Tercatat dari 10 negara 
anggota ASEAN, di antaranya 7 negara menganut sistem demokrasi dan 3 
negara (Brunai, Myanmar dan Vietnam) menganut paham yang berbeda. Dari 
7 negara yang menganut sistem demokrasi tersebut, 5 negara menerapkan 
sistem parlemen bikameral, yaitu masing-masing Malaysia, Philipina, 
Kamboja, Thailand (sebelum kudeta militer), dan terakhir Indonesia. 
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Meskipun sistem bicameral Indonesia mengalami perdebatan panjang selama 
proses sidang-sidang MPR lalu, namun tidak dapat dielakkan lahirnya kamar 
ke dua pada lembaga legislatif di Indonesia yaitu DPD RI yang 
mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan satu di antara lima negara 
dengan sistem bikameral tersebut.
28 
Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan 
masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas 
partisipasi daerah dalam kehidupan nasional serta untuk memperkuat Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam rangka pembaruan konstitusi, MPR 
RI membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan 
Daerah Republik Indonesia (DPD RI).Terlepas dari kebutuhan obyektif akan 
amandemen konstitusi, gagasan awal dan kelahiran DPD RI sendiri 
sebenarnya tidah mudah. Satu-satunya kesepakatan yang bisa dicapai oleh 
semua kekuatan politik di MPR RI tanpa kompromi pada awal proses 
amandemen konstitusi pada 1999 adalah keperluan perwakilan daerah-daerah 
sebagai pengembangan kelompok utusan daarah di MPR RI yang dipilih 
secara langsung melalui pemilihan umum. Selebihnya, baik keberadaan DPD 
RI sebagai institusi terpisah dari DPR dan MPR, maupun cakupan otoritas 
yang dimiliki DPD RI, merupakan hasil kompromi antara kekuatan-kekuatan 
politik di majelis. Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi TNI/Polri di MPR pada 
mulanya menolak pembentukan lembaga perwakilan terpisah yang mewakili 
daerah karena dipandang cenderung mengarah pada Federalisme. Sebaliknya 
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Fraksi Partai Golkar mengusulkan pembentukan lembaga perwakilan daerah 
secara terpisah dengan otoritas yang sama seperti DPR, sehingga tebentuk 
suatu sistem perwakilan bicameral yang kuat (strong bicameralism) yang 
ditandai oleh melembaganya prinsip checks and balance dalam relasi 
keduanya. Sementara itu fraksi-fraksi lain cenderung memiliki sikap politik di 
tengah, yakni antara kubu PDI-P plus TNI/Polri yang konservatif dan kubu 
Golkar yang relatifprogresif. 
Setelah melalui perdebatan panjang dari tahun 1999- 2000, kompromi 
politik di antara fraksi-fraksi di panitia Ad- hoc I MPR baru dicapai pada 
proses amandemen ketiga pada 2001, yaitu kesepakatan untuk membentuk 
DPD yang anggota- anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui 
pemilu, setiap provinsi diwakili empat orang, jumlah keseluruhan anggota 
tidak lebih dari sepertiga anggota DPR, serta dengan kewenangan yang 
terbatas. Format DPD seperti inilah yang kemudian muncul melalui pasal 22C 
dan 22D UUD 1945 hasil amandemen ketiga. Tidak mengherankan jika 
sebagian akedemisi seperti Denny Indrayana dan Saldi Isra cenderung 
berpendapat bahwa struktur parlemen nasional hasil amandemen konstitusi 
lebih merupakan parlemen yang bersistem trikameral yakni terdiri atas MPR, 
DPR dan DPD yang masing-masing terpisah ketimbang suatu parlemen 
dengan sistem bikameral.
29
 Dari regional di Indonesia memiliki empat anggota 
DPD RI setiap provinsi, dengan total sebanyak 128 orang. Hal ini berarti 
bahwa keanggotaan DPD RI secara tidak sengaja tidak berdasarkan dengan 
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jumlah penduduk (populasi) per propinsi. Sehingga hal ini memastikan bahwa 
DPD tidak didominasi oleh provinsi yang memiliki penduduk besar. Sebagai 
gambaran, provinsi kecil seperti Gorontalo (Sulawesi), dengan jumlah 
populasi sekitar 1 juta jiwa, memiliki jumlah perwakilan yang sama di DPD 
RI dengan Jawa Barat penduduk 40 juta jiwa. 
Perkembangan pemikiran yang signifikan kemudian muncul pada 
pembahasan amandemen UUD 1945 pada 1999- 2002. Perubahan pertama 
UUD 1945 disahkan pada sidang umum MPR tahun 1999 yang berlangsung 
pada tanggal 14-21 Oktober 1999 dan perubahan kedua dilakukan pada sidang 
tahunan MPR yang berlangsung pada tanggal 7-18 Agustus 2000. Setelah 
perubahan kedua tersebut, MPR masih memandang pelu untuk melanjutkan ke 
perubahan ketiga UUD 1945. Dalam perubahan ketiga inilah muncul gagasan 
untuk membentuk parlemen yang menganut sistem bikameral, yang kemudian 
melahirkan secara legal formal DPD yang ada sekarang. Namun satu faktor 
penting yang perlu dilihat adalah berubahnya hubungan pusat dan daerah 
sendiri sejak 1999. Perubahan ini diawali dengan lahirnya Undang-undang no 
22 tahun 1999 selanjutnya diamandemen melalui UU RI NO 32 tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah. Lalu amandemen yang kedua UUD 1945 pada 
tahun 2000 mempertegas perubahan ini dengan menyatakan dalam UUD NRI 





kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai 
urusan PemerintahPusat.”
30 
Pernyataan mengenai otonomi luas ini mengandung gagasan 
pemberdayaan politik dan ekonomi daerah. Secara implisit ada pernyataan 
bahwa pemerintahan harus lebih banyak berperan, dan pada saat bersamaan 
pemerintah pusat harus memfasilitasinya. Fasilitasi kepentingan daerah oleh 
pemerintah pusat dilakukan dengan adanya urusan-urusan yang 
diidentifikasikan sebagai persoalan yang akan dapat mempengaruhi negara 
secara makro. Urusan inilah yang diidentifikasi sebagai isu nasional, atau 
enam hal “urusan pemerintah pusat” yang dituangkan dalam UU RI NO 32 
Tahun 2004. 
Untuk mengurusi enam hal secara maksimal, pemerintah pusat 
mestinya memperhatikan kebutuhan daerah dengan memfasilitasinya dalam 
pembentukan kebijakan yang bersifat nasional. Bukan dalam konteks 
membuat kebijakan teknis dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah seperti 
yang dilakukan oleh eksekutif melalui Departemen Dalam Negeri. Melainkan 
dalam konteks pembuatan kebijakan nasional dalam suatu lembaga legislatif. 
Perbedaan kapasitas berbagai daerah dalam melaksanakan otonominya, 
perbedaan karakter daerah, dan perbedaan tingkat kemampuan ekonomi 
daerah, membutuhkan adanya kebijakan tingkat nasional yang bisa 
mengakomodasi perbedaan ini secaramakro. 
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C. Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga DP DRI 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah sebuah lembaga negara yang 
anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat untuk mewakili daerah. Salah 
satu gagasan lahirnya DPD adalah untuk meningkatkan keikutsertaan daerah 
terhadap jalannya politik dan pengelolaan negara. Dengan demikian, DPD 
dapat pula dipandang sebagai koreksi atau penyempurnaan sistem utusan 
daerah di MPR (menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum 
perubahan). DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui 
pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 
empat orang. Jumlah anggota DPD tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah 
anggota DPR. Adapun peresmian keanggotaan DPD sekaligus peresmian 
keanggotaan MPR yang ditetapkan satu naskah dalam keputusan presiden. 
Nama-nama calon anggota DPD berdasarkan hasil pemilihan umum, 
secara administrasi dilaporkan oleh KPU kepada presiden. Anggota DPD 
sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-
sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna 
DPD. Tata cara pengucapan sumpah/janji DPD diatur dalam peraturan tata 
tertib DPD. Masa jabatan DPD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan 
pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Anggota DPD 
berdomisili di ibu kota negara Republik Indonesia. Ketentuan Undang-Undang 
dasar negara republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur keberadaan DPD 





1. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan 
seluruhdaerah; 
2. Meningkatkan agregrasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-
daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara 
dandaerah; 
3. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah 
secara serasi danseimbang. 
Secara adminitrasi Indonesia DPD mempunyai tiga macam fungsi, 
yaitu fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan.
31
 Ketiga 
fungsi DPD tersebut dimiliki secara terbatas, dalam arti tidak meliputi 
keseluruhan fungsi yang pada umumnya ada pada majelis tinggi. Hal itu 
secara jelas diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut: 
1. Fungsi Legislasi 
Putusan MK menyebutkan bahwa peran DPD di bidang legislasi 
setara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. DPD berhak dan 
berwenang mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu dan 
ikut membahas RUU tertentu sejak awal hingga akhir tahapan namun DPD 
tidak memberi persetujuan atau pengesahan RUU menjadi undang-undang 
(UU). MK juga memutuskan DPR, DPD, dan pemerintah menyusun 
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program legislasi nasional (Prolegnas).
32
 DPD dapat mengajukan kepada 
DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan: 
a. Otonomi daerah 
b. Hubungan pusat dan daerah 
c. Pembentukan, pemekaran,  dan penggabungan daerah 
d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomilainya 
e. Hal-hal yang berkaitan dengan perimbangan pusat dan daerah.33 
Apabila fungsi legislasi akan dijalankan, dalam Undang-undang perlu 
dijelaskan makna kelima fungsi tersebut. Yang perlu dipikirkan adalah 
bagaimana fungsi- fungsi tersebut dijalankan oleh Dewan Perwakilan 
Daerah. Hal ini akan berkaitan dengan peran DPD (sebagai lembaga) dan 
hak dan kewajiban anggota DPD. 
2. Fungsi pertimbangan 
Seperti diatur dalam UUD 1945 Pasal 22D ayat (2), DPD juga 
mempunyai fungsi pertimbangan. Fungsi ini oleh DPD disampaikan 
kepada DPR. Hal ini berkenaan dengan: 
a. Rancangan undang-undang yang berkaitan otonomi daerah 
b. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah 
c. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainya, serta 
perimbangan keuangan pusat dan daerah 
Serta memberi memberikan pertimbangan kepada dewan perwakilan 
rakyat atas rancangan undang- undang anggaran pendapatan dan belanja 
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3. Fungsi pengawasan 
Fungsi ini tercantum dalam perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 22D 
ayat (3). Dalam ketentuan tersebut dikatakan: 
DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang 
mengenai: 
a. Otonomi daerah 
b. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah 
c. Hubungan pusat dan daerah 
d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainya 




Hasil pengawasan tersebut oleh DPD disampaikan kepada DPR 
sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Melihat berbagai fungsi 
yang dimilki oleh DPD harus dibagi habis dalam komisi-komisi. Pembentukan 
komisi dalam DPD harus di sesuaikan dengan fungsi, tugas dan wewenang 
DPD. 
Kewenangan itu pada dasarnya merupakan manifestasi tugas yang 
diemban oleh DPD oleh karena itu pada prinsipnya kewenangan itu pada 
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dasarnya adalah tugas DPD itu sendiri secara teoritis bahwa tugas dan 
wewenang DPD itu antara lain: 
1. Melakukan pembahasan terhadap RUU dari DPR dan Presiden yang secara 
khusus ditugaskan oleh panitia musyawarah atau siding paripurna 
2. Melakukan tugas atas keputusan sidang paripurna dan/atau panitia 
musyawarah 
3. Mengusulkan kepada panitia musyawarah hal yang dipandang perlu untuk 
dimasukkan dalam acara DPD 
4. Menyusun susunan rancangan acara serta kegiatan panitia perancang 
Undang-undang untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan, sebagian 
dari suatu masa sidang untuk masa selanjutnya disampaikan kepada panitia 
musyawarah 
5. Menyusun usulan program dan kegiatan serta rancangan anggaran setiap 
tahun anggaran, sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan 
tugasnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada panitia urusan rumah 
tangga  
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang 
berbagai kebijakan hukum dan tentang masalah hukum yang berkaitan 
dengan kepentingan daerah dan kepentingan umum 
7. Memberikan masukan yang objektif kepada pimpinan, pemerintah daerah, 
dan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan hukum dan saran-






8. Membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada 
akhir tahun sidang dan masa akhir keanggotaan untuk dapat dipergunakan 
sebagai bahan panitia perancang Undang-undang pada masa keanggotaan 
berikutnya. 
Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pada 
hakikatnya DPD sebagai badan legislatif sangatlah terbatas. Tugas tugas 
tersebut sekaligus mempunyai konsekuensi kewenangan, pada dasarnya 
bahwa tugas dan kewenangan DPD dalam konteks ketatanegaraan Indonesia 
seperti yang disebutkan di atas. 
Pasal 22 D antara lain dikatakan: 
1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 
sumbar daya alam dan sumber daya ekonomi lainya, serta yang berkaitan 
dengan perimbangan keuanganpusat. 
2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; 
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber 
daya alam, dan  sumber daya ekonomi lainya serta perimbangan keuangan 
pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 





3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan 
undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan 
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta 
menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 
4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, 
yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. 
Adapun pengaturan lebih lanjut pada Pasal 42 s.d Pasal 47 UU No. 22 
Tahun 2003 tentang Susunan Peran MPR, DPR, DPD dan DPRD, sebagai 
berikut : 
1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan 
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan 
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. (pasal 42 ayat(1)) 
2) DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran 
dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan keuangan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah, yang diajukan baik oleh DPR maupun oleh 





3) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-
undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 
pajak, pendidikan dan agama. (Pasal 44 ayat(1)) 
4) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota 
Badan Pemerikasa Keuangan. (Pasal 45 ayat(1)) 
5) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang 
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam,dan 
sumberdaya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan 
agama (Pasal 46 ayat (1) ) 
6) DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan dari Badan Pemeriksa 
Keuangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR 
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LEMBAGA PERWAKILAN MENURUT FIQIH SIYASAH 
DUSTURIYAH 
A. Pengertian Fiqih Siyasah dan Ruang Lingkup Fiqih Siyasah 
Selain dengan mengenali perjalanan sejarah penerapan fiqh siyasah, 
pengetahuan mengenai ruang lingkup dan cakupan sesuatu disiplin (termasuk 
fiqh siyasah) dapat dilakukan dengan memahami pengertian-pengertian, baik 
pengertian harfiyah maupun pengertian istilah, fiqh siyasah itu sendiri. Oleh 
karna itu, dalam bab ini, akan dikutip beberapa pengertian yang ditulis oleh 
beberapa ulama muslim.
36
 Dengan pengetahuan itu, diharapkan dapat 
diketahui batas-batas kajian Fiqh siyasah, aspek kehidupan yang sesuai 
dengan penelitian Fiqh siyasah, metode yang layak menjadi alat 
pendekatannya, dan kegunaan pendekatan tersebut bagi realitas kehidupan 
yang sama pada waktu dan tempat yang berbeda. Selain dari pada itu, 
hubungan antara Fiqh siyasah sebagai sebuah disiplin ilmu yang dapat 
diketahui. 
1. Pengertian harfiyah 
Al siyasah berasal dari kata : 
 عاط ٌغٕط عٍا = دبش ٌذ بش حذ بٍشا.
“Mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. 
 دبش ْى ٔحٕل أْيشْى. انقٕو عاط 
“Mengatur kaum: memerintah dan memimpinnya”.  
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Oleh karna itu, berdasarkan pengertian harfiyah kata as-siyasah 
berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, 
pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya. 
Berkenaan dengan hal yang sama salah satu hadis menyatakan: 
 عٍ ابً ْشٌشِ عٍ انُبً قال: كا َج بُٕا إعشءٌم حغٕ عٓى األَبٍاء
“Dari Abu Hurairah, telah bersabda nabi SAW,Bani Israel 
dikendalikan oleh Nabi-nabi mereka”.  
Secara tersirat, dalam pengertian al-siyasah. Terkandung dari dua 
dimensi yang berkaitan dengan satu sama lain: (1). “tujuan” yang hendak 
dicapai melalui proses pengadilan, (2) “cara” pengadilan menuju tujuan 
tersebut. Oleh karna itu, al-siyasah pun diartikan 
 ٔانغٍا عت انقٍاو عهى عًءبى ٌصهحّ
“Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan”. 
2. Pengertian istilah 
Pengertian harfiyah tidak menjelaskan ihwal fiqh siyasah yang 
sesungguhnya. Tujuan apa yang dicapai dengan mengendalikan menurut fiqh 
siyasah?  Cara apa yang akan dipakai untuk mencapai tujuan tersebut menurut 
fiqh siyasah? Dalam keadaan demikian, pengertian teknis-akademis mengenai 
siyasah dipandang perlu. Berkenaan dengan kebutuhan ini, sebagaimana 
dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi.
37
 Pengertian istilah siyasah adalah:  
 حذ بٍش يصا نح انعبذ عهى ٔفق انششع 
“Pengurusan kemashlahatan aumat manusia sesuai dengan syara.” 
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Ruang lingkup fiqih siyasah terbagi 3 bidang yaitu: 
1. Fiqih siyasah dusturiyah adalah yang mengatur hubungan antara warga 
negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan 
lembaga negara lain dalam batas-batas administratif suatu negara. 
2. Fiqih siyasah dawliyyah adalah yang mengatur antara warga negara 
dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan 
lembaga negara dari Negara lain. 
3. Fiqih siyasah maliyyah yang mengatur tentang pemasukan, 
pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.
38
 
B. Konsep Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Islam 
Konsep lembaga perwakilan dalam ketatanegaraan Islam terbagi 
menjadi tiga yaitu: Imamah, ahl al-hall wa al- aqd dan wizarah.
39
 Dari masing-
masing ini akan dijelaskan sebagai berikut: 
Pertama, Imamah. Al-Mawardi dalam konteks atau bukunya al-Ahkam 
as Sultaniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah menggunakan term Imamah yang 
pada dasarnya sama dengan term khalifah. Dalam praktik ketatanegaraan 
dalam Islam term Imamah lebih banyak digunakan oleh kalangan Syi‟ah 
ketimbang ulama Sunni, sedangkan istilah khilafah lebih populer 
penggunaanya dalam masyarakat Sunni. Hanya saja terdapat perbedaan 
mendasar antara kedua term aliran ini dalam memahami konsep Imamah. 
Kelompok Syi‟ah memandang Imamah merupakan bagian dari prinsip ajaran 
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agama, sedangkan Sunni tidak memandang demikian. Meskipun begitu, 
beberapa pemikir Sunni juga menggunakan terminologi al-Imamah al-Uzma 
untuk pengertian ini, seperti terlihat tulisan Abd al-Qadir ‟Audah dan 
Muhammad Rasyid Ridha. Penegakan institusi imamah atau khalifah, menurut 
para fuqaha mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama Islam dan 
melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam 
batas-batas yang digariskan Islam. Menurut al- Mawardi, Imamah dibutuhkan 
untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur 
kehidupan dunia.
40
 Sejalan dengan pandangan al- Mawardi, Abd al-Qadir 
„Audah dalam Muhammad Iqbal mendefinisikan bahwa khilafah atau Imamah 
adalah kepemimpinan umum umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan 
dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW, dalam rangka 




Dari pandangan tersebut dapat ditegaskan bahwa Nabi Muhammad 
SAW mempunyai dua fungsi sekaligus dalam menjalankan dahwahnya, yaitu 
menyampaikan risalah dari Allah dan menegakkkan peraturan-peraturan 
duniawi berdasarkan  risalah   yang  dibawanya.   Setelah  beliau wafat 
fungsi pertama otomatis berakhir dan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh siapa 
pun, sebab beliau adalah penutup para rasul. Maka tinggallah fungsi yang 
kedua yang dilanjutkan oleh pengganti beliau. Karena orang menggantikanya 
(Abu Bakar) hanya melaksanakan peran yang kedua, maka ia dinamakan 
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khalifah (Khalifah Rasul Allah Swt Pengganti Rasulullah).
42
 
Dalam pandangan Islam, antara fungsi religius dan fungsi politik 
imam atau khilafah tidak dapat dipisah-pisahkan. Antara keduanya terdapat 
hubungan timbal balik yang erat sekali. Di kalangan pemikir-pemikir Islam 
pandangan begitu kental hingga awal abad ke-20 M, seperti yang akan 
dilihat di bawah nanti. Sementara dalam praktiknya, para khalifah di dunia 
Islam mempunyai kepastian sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik 
sekaligus. Kenyataan ini kemudian melahirkan pandangan di kalangan 
pemikir modern bahwa Islam merupakan agama dan negara sekaligus, 
sebagaimana antara lain dikemukakan oleh Muhammad Yusuf Musa bahwa 
Islam itu adalah agama dan kekuasaan (al-Islam din wa dawlah). Barulah 
ketika kekhalifahan Turki Usmani melemah dan dihancurkan oleh Musthafa 
Kemal Ataturk (1924), timbul wacana pemisahan antara kekuasaan agama 
dan politik dalam dunia Islam. Ataturk melepaskan segala yang berbau 
agama dalam kehidupan Turki modern. Pandangan demikian juga terdapat 
pada Thaha Husein. Agar kepemimpinan Islam (Imamah atau khalifah) 
tersebut berlaku efektif dalam dunia Islam, maka umat Islam membutuhkan 
pendirian negara untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam. 
Kedua, yaitu lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan 
aspirasi atau suara masyarakat. ahl al-hall  wa al-aqd secara harfiah, berarti 
orang yang dapat memutuskan dan mengingat. Para ahli fiqih siyasah 
merumuskan pengertian ahl al-hall wa al-aqd sebagai orang yang memiliki 
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kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat 
(warga negara). Dengan kata lain, ahl al-hall wa al-aqd adalah lembaga 
perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara 
masarakat. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala 
negara sebagai pemimpin pemerintahan.
43
 
Al-Mawardi menyebutkan ahl al-hall wa al-aqd dengan al-Ikhtiyar, 
karena merekalah yang berhak memilih khalifah.
44
 Adapun Ibn Taimiyah 
menyebutkan dengan ahlul-syawkah. Sebagian lagi menyebutkanya dengan 
ahl al-Syura atau ahl- ijma. Sementara al-Baghdadi menamakan mereka 
dengan al- ijtihad. Namun semuanya mengacu pada pengertian “sekelompok 
anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah 
dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup 
mereka.” Sejalan dengan pengertian menghimpun ahl-Asyura merupakan 
sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan 
masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat.
45
 
Dengan demikian sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk 
menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan mereka angkat 
sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka 
inginkan. 
Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam 
tentang hal ini adalah ahl al-Syura. Pada masa khalifah yang Empat, 
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khususnya pada masa Umar, istilah ini mengacu pada pengertian beberapa 
sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan 
kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah 
Enam orang sahabat senior yang ditunjuk Umar untuk melakukan 
musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikanya setelah ia 
meninggal. Memang pada masa ini ahl al-Syura atau ahl al-hall wa al-aqd 
belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaanya, para 
sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai “wakil rakyat” dalam 
menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan. 
Berangkat dari praktik yang dilakukan al-Khulafa‟ al- Rasydun 
inilah para ulama siyasah merumuskan pandanganya tentang ahl al-hall wa 
al-aqd. Menurut mereka para khalifah tersebut, dengan empat cara 
pemilihan yang berbeda-beda, dipilih oleh pemuka umat Islam untuk 
menjadi kepala negara. Selanjutnya pemilihan ini diikuti dengan sumpah 
setia (bay‟ah) umat Islam secara umum terhadap khalifah terpilih 
berdasarkan cara-cara tersebut, selanjutnya al-Mawardi menentukan bahwa 
syarat yang mutlak dipenuhi oleh anggota ahl al-hall wa al-aqd adalah adil, 
mengetahui dengan baik kandidat kepala negara yang akan dipilih dan 
mempunyai kebijakan serta wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam 
memilih kepala negara. Menurutnya, sebagian ulama memandang pemilihan 
kepala negara baru syah apabila dilakukan oleh jumhur ahl al-hall wa al-
aqd, dalam kasus pemilihan Abu Bakar yang dibaiat secara aklamasi oleh 





cukup hanya dipilih oleh lima orang anggota ahl al-hall wa al-aqd dalam 
kasus pemilihan Abu Bakar sebelum dibaiat ia terlebih dahulu dipilih oleh 
lima orang sahabat, yaitu Umar ibn al-Khaththab, Abu Ubaidah ibn Jarrah, 
Asid ibn Hudhair, Basyr ibn Sa‟ad dan Salim Mawla Abi Hudzaifah. 
Merekalah yang mula-mula melakukan bay‟ah kepada Abu Bakar dan ikuti 
umat Islam lainya.
46
 Demikian pula dalam pemilihan Usman ibn Affan 
melalui lima sahabat senior. Pendapat ini menurut Al-Mawardi adalah 
pendapat ulama fiqih dan mutakallimun dari Bashrah. Sementara ulama 
Kufah berpendapat bahwa pemilihan kepala negara dinyatakan sah apabila 
dipilih oleh anggota ahl al-hall wa al-aqd mereka menganalogikannya 
dengan sahnya akad nikah dengan seorang wali dan dihadiri dua orang saksi, 
adapun pendapat lain mengatakan cukup seorang ahl al-hall wa al-aqd saja 
yang melakukan baiat terhadap kepala negara sebagaimana Abbas 
melakukan baiat terhadap Ali untuk menggantikan khalifah Usman ibn 
Affan. 
Memang ada beberapa ahli tafsir yang mengidentikkan ahl al-hall 
wa al-aqd dengan Uli al-Amr, sebagaimana pendapat al-Naisaburi 
menyatakan bahwa ahlul ahli wall aqdi adalah orang-orang yang terhormat 
dan berpikiran luas. Al- Nawawi mengidentikkan sebagai para pemimpin 
dan tokoh masyarakat. Sementara Abduh sebagaimana ditulis muridnya 
muhammad Rasyid Ridho, bahkan memerinci komponen ahl al-hall wa al-
aqd, yaitu para amir, hakim, ulama, panglima perang, dan semua pemimpin 
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yang menjadi rujukan bagi umat Islam dalam kemaslahatan 
umum.
47
Adapun Hasan al-Banna mengelompokkan ahl al-hall wa al-aqd 
ke dalam tiga golongan, yaitu faqih yang mampu menyelesaikan masalah- 
masalah yang muncul dengan melakukan ijtihad, orang yang 
berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat, dan orang yang melaksanakan 
kepemimpinan sebagai kepala suku atau golongan.
48
 
Ketiga,wizarah. Kata wizarah diambil dari kata “al- wazr” yang 
berarti “al-tsuql” atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir 
memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat kepadanyalah 
dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaanya. 
Dalam Firs Encyclopedia of Islam disebutkan bahwa kata wizarah atau 
wazir ini diadopsi bahasa persia modern, menurut kitab Zen Avesta kata ini 
berasal dari vicira yang berarti orang yang memutuskan, hakim. Dengan 
pengertian ini maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah 
negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang 
memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara 
atau kerajaan yang bersangkutan. Sedangkan Al-Mawardi lebih memerinci 
lagi tiga pendapat tentang asal usul kata wizarah ini, yaitu: 
1. Wizarah berasal dari kata al-wizar yang berarti al-tsuql (beban), karena 
wazir memikul tugas yang dibebankan oleh kepala negara kepadanya, 
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seperti pengertian di atas. 
2. Wizarah terambil dari kata al-wazar yang berarti al- malja (tempat 
kembali). Pengertian ini dapat dilihat dari ungkapan Al-Qur‟an yang 
artinya (sekali-kali tidak. Tak ada tempat kembali perlindungan pada 
hari kiamat) dinamakan demikian, kepala negara membutuhkan 
pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat kembali untuk 
menentukan dan memutuskan kebijaksanaan negara. 
3. Wizarah berasal dari kata al-azr yan berartial-zhur 
(punggung). Ini sesuai dengan fungsi dan tugas wazir yang menjadi 
tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala negara, 




Dari penjelasan-penjelasan al-Mawardi tersebut dapat penulis 
simpulkan bahwa wazir merupakan pembantu kepala negara (raja atau 
khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala 
negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan 
pemerintahan tanpa orang-orang terpercaya dan ahli di bidangnya masing- 
masing. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran 
wazir, sehingga sebagian persoalan- persoalan kenegaraan yang berat 
tersebut dapat dilimpahkan kewenanganya kepada wazir. Dengan kata lain, 
wazir merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus 
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Dalam sejarah Islam, pengertian wazir sebagai pembantu dapat 
dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-
tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad saw. Abu Bakar 
memainkan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad saw, di 
antara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiaannya menemani Nabi 
Muhammad SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah, Abu Bakar juga selain 
tentunya sahabat-sahabat lainya sering dijadikan sebagai teman dalam 
bermusyawarah memutuskan berbagai persoalan umat. Pada saat terakhir 
kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami 
umat Islam shalat berjamaah. Peran yang juga dimainkan Umar ibn al- 
Khaththab, ketika Abu bakar menggantikan peran Nabi sebagai khalifah, 
Umar adalah pembantu setia Abu Bakar. Kepadanya Abu Bakar 
menyerahkan segala urusan peradilan (al-Qadha) namun meskipun 
praktiknya telah dimainkan pada masa ini, istilah wazir ini belum dikenal 
ketika itu. Setelah Umar menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar peran 
sebagai wazir dimainkan oleh Usman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib.
50 
Khalifah umar lebih banyak melakukan musyawarah meminta pendapat 
kepada kedua sahabat ini untuk melakukan kebijaksanaan politik sesuai 
dengan perkembangan dan perluasan wilayah kekuasaan Islam, Umar 
melakukan berbagai perbaikan sistem pemerintahan negara. Pada masa Umar 
sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan situasi, dimulailah 
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pembentukan lembaga-lembaga formal semacam departemen dengan fungsi-
fungsi khusus. Umar mengangkat beberapa sahabat yang mampu dan 
profesional untuk menangani masalah-masalah kenegaraan.
51 
Namun 
demikian, pada masa ini juga masih belum dikenal dengan istilah wazir 
sebagai pembantu kepala negara. Lembaga-lembaga formal ini hanya disebut 
dengan diwan dan orang yang duduk mengepalainya disebut shahib al-
diwan. Pada masa dinasti Bani Umaiyah juga tidak ada perubahan yang 
prinsip dalam pemerintahan, kecuali hanya sistem pemerintahannya yang 
berubah dari sistem demokrasi egaliteran (Syura) menjadi monarki absolut. 
Pada masa Bani Abbas kata wazir ini mulai dipakai untuk lembaga 
kementerian negara, wazir pertama yang diangkat oleh Abu al-Abbas al- 
Saffah pada masa ini adalah Abu Salamah al-Khallaf, kepadanya khalifah 
melipahkan sebagian tugas-tugas kenegaraan. Dia menjalankan tugas-
tugasnya atas nama khalifah begitu luasnya kekuasaan dan kewenangan Abu 
Salamah ini sehingga ia berhak menggangkat dan memecat pegawai-pegawai 
pemerintahan, kepala daerah (gubernur) dan hakim. Pada masa Harun al-
Rasyid, wazir yang terkenal adalah keluarga Barmaki harun mengangkat 
Yahya Ibn Khalid al- Barmaki sebagai wazir negara dan setelah yahya 
meninggal, posisinya digantikan oleh putranya Ja‟far al-Barmaki. Pada masa 
Bani Abbas, wazir demikian berperan sebagai kordinator menteri-menteri 
lainya yang memiliki fungsi dan tugas-tugas tertentu berdasarkan perbedaan 
peran di atas Al-Mawardi membedakan kementerian ini menjadi dua bentuk, 
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yaitu wazir al-tafwidh dan wazir al-tanfidz. Wazir al-tafwidh adalah menteri 
yang memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan 
politik negara, di sini ia berperan sebagai perdana menteri sebagaimana 
digambarkan al- Mawardi antara lain adalah memutuskan sesuatu hal 
menurut pendapatnya, mengadakan perjanjian dengan pihak lain, 
mengeluarkan hukum menurut ijtihadnya, memimpin dan menyatakan 
perang. Singkatnya bahwa al-Mawardi menegaskan bahwa semua yang 
menjadi kewenangan kepala negara dapat dilakukanya.
52
 
C. Sejarah Lembaga Perwakilan Ketatanegaraan dalam Islam 
Sejarah lembaga perwakilan ketatanegaraan dalam Islam mengenai 
ahl al-hall wa al-aqd itu ada dan terbentuk pada masa pemerintahan Bani 
Umaiyah di Spayol. Khalifah al-Hakam II (961-967 M) membentuk majelis 
al-Syura yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi 
pemuka masyarakat. Peran anggota majelis syura ini setingkat dengan 
pemerintah. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga 
tersebut. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum 
dan membantu khalifah melaksanakan pemerintah negara. Jadi, daulah Bani 
Umaiyah II di Spayol menghidupkan lembaga legislatif yang telah hilang 




Lebih lanjut, al-Maududi mengemukakan bahwa dasar pembentukan 
ahl al-hall wa al-aqd itu mengacu berdasarkan al-Qur‟an dan al-Hadis, yaitu 
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terlihat dalam al-Qur‟an suratAn Nisa Ayat 59: 
                                   
                        
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 
Berdasarkan ayat di atas menjelaskan kepada seluruh umat muslim 
untuk mentaati perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya itu mengandung 
ajaran bahwa kewajiban taat kepada Ulil Amri, ahl al-hall wa al-aqd itu 
masuk dalam Ulil Amri dalam melaksanakan pimpinanya harus  berpedoman 
pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur‟an dan ajaran Rasul- nya dalam 
sunnah. 
Di samping ayat 59 tersebut di atas al-Maududi juga mengacu pada 
Surah Asy-Syura ayat 38 sebagai berikut: 
                         
“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami 
berikan kepada mereka.” 
Sedangkan hadits yang menjadi dasar sebagai berikut: 
 ًِ اِص قَاَل َع ٍْ فَُشاٍث اْنقَضَّ ثََُا ُشْعبَتُ َع ٍُ َجْعفٍَش َحذَّ ُذ ْب ًَّ اٍس َحذَّثََُا ُيَح ٍُ بَشَّ ُذ بْ ًَّ ًْ ُيَح ثَُِ ْعُج أَبَا َحاِصٍو قَاَل َحذَّ
ٍِ انَُّ  ُد َع ْعخُُّ ٌَُحذِّ ًِ ٍَ فََغ ٍْ َظ ِعُِ ًْ ٌَْشةَ َخ ْٕ إِْعَشائٍَِْم قَاَعْذُث أَبَا َُْش َْج بَُُ َعهََّى قَاَل َكا َٔ  ِّ ٍْ ًِّ َصهَّى َّللاُ َعهَ بِ
ٌُ ُخهَفَاُء فٍََ  ْٕ َعٍَُك َٔ ًَّ بَْعِذْي  َبِ ُ ََل إََِّّ َٔ  ًٌّ َبِ ًٌّ َخهَفَُّ  َبِ ا َْهََك  ًَ ُعُُٓى اأْلََْبٍَِاُء ُكهَّ ْٕ َا حَُغ ا حَأُْيُش ًَ ا فَ ْٕ ٌَ قَانُ ْٔ ْكُُُش






“Dari Abu Hurairah R.A dari Nabi Sawtelah bersabda: Adapun 
pemerintahan bani Israel itu selalu dipimpin oleh para Nabi ketika seorang 
nabi telah meninggal, maka diganti oleh nabi yang lainnya. Sesungguhnya 
tidak ada Nabi sesudahku, yang ada hanya para khalifah yang banyak 
jumlahnya. Dan sahabat bertanya: apa yang enggkau perintahkan kepada 
kami? Beliau menjawab: setialah kamu kepada baiat yang telah kamu 
berikan kepada khalifah yang pertama dan yang datang sesudahnya. 
Bukanlah hakmu kepada mereka, karena sesungguhnya Allah akan bertanya 




Berdasarkan ayat-ayat dan Hadits tersebut di atas al- Maududi 
menegaskan bahwa ahl al-hall wa al-aqd ialah Lembaga perwakilan itu 
sendiri memang pernah ada pada zaman rasululah, bahkan lembaga ini sudah 
ada sebelum Islam muncul di jazirah Arab. Pemikiran konsep ini, dapat 
dijumpai di berbagai tempat, misalnya di Yunani Kuno. Pada zaman itu, 
gagasan tentang suatu pemerintahan republik atau demokrasi perwakilan 
timbul dan selalu hidup di berbagai negara-kota, dalam rangka menentang 
pemerintah Tiran di dalam negeri, dan dalam melawan despostisme timur 
yang diwakili oleh Imperium Persia.
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Pembentukan lembaga ahl al-hall wa al-aqd dirasa perlu dalam 
pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang 
harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu 
menciptakan kemaslahatan umat Islam. Para ahli fiqih siyasah menyebutkan 
beberapa alasan pentingnya pelembagaan majelis Syura ini, yaitu: 
1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai 
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pendapatnya tentang undang-undang. Oleh karena itu, harus ada 
kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan 
kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan undang- undang. 
2. Secara individual rakyat tidak mungkin berkumpul dan bermusyawarah 
secara keseluruhan dalam satu tempat, apalagi diantara mereka pasti ada 
yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir 
kritis. 
Mereka tentu tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah. 
Hal demikian dapat mengganggu berbagai aktivitas kehidupan 
masyarakat. 
3. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. 
Kalaw seluruh rakyatnya dikumpulkan di suatu tempat untuk melakukan 
musyawarah dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana. 
4. Kewajiban amar ma‟ruf nahy munkar hanya bisa dilakukan apabila ada 
lembaga yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan 
rakyatnya. 
5. Kewajiban kepada ulu al-amr (pemimpin umat) baru mengikat apabila 
pemimpinitu dipilih oleh lembaga musyawarah.
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6. Ajaran Islam tersendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga 
musyawarah, disamping itu, nabi SAW sendiri menekankan dan 
melaksanakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu 
kebijaksanaan pemerintah. 
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Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran 
politik barat terhadap dunia Islam, pemikiran tentang ahl al-hall wa al-aqd 
juga berkembang. Para ulama siyasah mengemukakan pentingnya 
pembentukan DPR/DPD sebagai refresentasi dari kehendak rakyat. Mereka 
mengemukakan gagasan tentang ahl al-hall wa al-aqd dengan 
mengombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di 
barat. Dalam praktiknya, mekanisme pemilihan anggota ahl al-hall wa al-aqd 
atau DPR/DPD ini menurut al- Anshari dilakukan melalui bebera pacara: 
1. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilihan ini, 
anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota 
ahl al-hall wa al-aqd sesusai dengan pilihanya 
2. Pemilihan anggota ahl al-hall wa al-aqd melalui seleksi dalam 
masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang 
terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian 
yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih 
untuk menjadi anggota ahl al-hall wa al-aqd 




Di antara ketiga cara demikian, cara pertamalah yang lebih kecil 
kelemahanya, karena cara ini mencerminkan kehendak rakyat secara bebas. 
Mereka tidak perlu merasa takut untuk memilih siapa calon anggota ahl al-hall 
wa al-aqd yang akan mewakilinya sesuai dengan pilihan terbaiknya. Adapun 
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cara kedua sangat subjektib sehingga dapat menimbulkan penyimpangan. 
Sementara cara yang ketiga tidak kondusif bagi independensi anggota ahl al-
hall wa al-aqd untuk bersikap kritis terhadap penguasa, karena ia diangkat oleh 
kepala negara. Dengan demikian, posisinya tersubordinasi oleh kepala negara. 
Dalam konteks ini, pengalaman bangsa Indonesia yang menggunakan sistem 
pengangkatan selain pemilihan dalam menentukan anggota ahl al-hall wa al-
aqd selama orde baru, mungkin dapat dijadikan contoh, betapa mereka tidak 
mampu bersikap kritis terhadap berbagai kebijaksanaan penguasa yang tidak 
mencerminkan aspirasirakyat. 
D. Tugas dan Wewenang Lembaga Perwakilan Ketatanegaraan dalam 
Islam 
Tugas dan wewenang lembaga perwakilan dalam Islam secara umum 
menurut penulis ahl al-hall wa al-aqd adalah Ahlul Ikhtiyar dan mereka juga 
adalah dewan perwakilan rakyat, tugas mereka tidak hanya bermusyawarah 
dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang- undang 
yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran 
konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas 
mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan 
legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan rakyat oleh 
terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan 
pelanggaran. 
Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf 





1. Tugas ahl al-hall wa al-aqd adalah mencalonkan dan memilih serta 
melantik calon khalifah dan memberikan baiat in‟iqâd kepada 
Khalifah. Imam al-Mawardi berkata,“Jika ahl al-hall wa al-aqd telah 
berkumpul untuk memilih, maka mereka harus memeriksa kondisi 
orang yang mencalonkan untuk jabatan Imamah (Khilafah), yang 
memenuhi seluruh persyaratannya. Mereka harus men-dahulukan 
yang paling banyak kelebihan-nya, yang paling sempurna 
persyaratannya, dan yang paling segera ditaati rakyat, tanpa 
bergantung padapembaiatannya”. 
2. ahl al-hall wa al-aqd melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap 
permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh 
nash. Di sinilah perlunya al-sulthah al-tasyriiah tersebut diisi oleh para 
mujtahid dan ahli fatwa, mereka berusaha mencari illat atau sebab 
hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan 
menyesuaikanya dengan ketentuan yang terdapat di dalam nash. Di 
samping itu harus ijtihad anggota legislatif atau ahl al-hall wa al-aqd 
harus mengacu pada prinsip jalb al-mashalih dan daf al- mafasid 
(mengambil maslahat dan menolak kemudaratan). Ijtihad mereka perlu 
mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil 
peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi 
masyarakat dan tidak memberatkan mereka.
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Menurut Khalid Ali Muhammad al-Anbari, Ulil amri termasuk 
dalamnya ahl al-hall wa al-aqd memiliki enam macam tugas sebagai 
berikut: 
1. Tugas di bidang keagamaan, yang meliputi tugas-tugas sebagaiberikut: 
a. Mengembangkan ilmu agama. 
b. Menghormati ahli ilmuagama. 
c. Meminta pandangan para ahli agama dalam soal hukum menyangkut 
masalah keagamaan. 
d. Memberantas bidah dan mengambil tindakan undang- undang sesuai 
hukum yang berlaku terhadap orang yang mengamalkannya untuk 
memelihara agama dari pada kecacatan dan melindungi umat Islam dari 
kesesatan. 
e. Mendukung tegaknya syiar-syiar Islam, misalnya memberikan dukungan 
untuk dikumandangkannya azan dan iqamah di berbagai masjid dan 
mushalla sebagai penanda telah masuknya waktu salat lima waktu. 
f. Menjadi imam shalat. 
g. Menyampaikan khotbah. 
h. Menentukan permulaan dan akhir pelaksanaan ibadah puasa. 
i. Menyediakan kemudahan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. 
2. Tugas di bidang pertahanan, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut: 
a. Berjihad menentang kaum musyrikin yang memusuhi Islam. 
b. Memerangi pemberontakan dan membentuk angkatan bersenjata yang 





sehingga para tentara yang tergabung dalam angkatan bersenjata itu dapat 
hidup layak dengan gaji yang diterimanya. 
3. Tugas di bidang kehakiman, yang meliputi tugas-tugas sebagaiberikut: 
a. Menegakkan keadilan dan menumpas kezaliman. 
b. Melaksanakan hudud (hukum) syariah agar segala larangan Allah tidak 
diperolok-olok dan hak-hak manusia tidak dilanggar. 
c. Memisahkan kekuasaan eksekutif daripada kekuasaan yudikatif dengan 
melantik pejabat dan hakim yang mampu mengemban tugas untuk 
mencegah terjadinya pertikaian dan kezaliman. Sehingga semua pihak, 
baik pihak yang kuat maupun yang lemah, ataupun pihak yang hina dan 
yang mulia memiliki peran yang setara di hadapan hukum. 
4. Tugas di bidang keuangan, yang meliputi tugas-tugas sebagai berikut: 
a. Memungut  dan  mendistribusikan  zakat,  jizyah,  fai, dan kharaj. 
b. Memberi perhatian kepada harta-harta yang diwaqafkan untuk tujuan 
kebajikan dan mendekatkan diri kepada AllahSwt. 
5. Tugas di bidang pemerintahan negara, yang meliputi tugas-tugas 
sebagaiberikut: 
a. Memilih mereka yang berkelayakan untuk melakukan tugas-tugas yang 
ada kaitanya dengan kepentingan kaum Muslimin dan orang banyak. 
Sehingga tugas yang dipercayakan kepadanya dapat dilaksanakannya 
dengansebaik-baiknya. 
b. Mengontrol pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan umat, 





melakukan pengkhianatan ataupenipuan. 
6. Tugas untuk merealisasikan kehidupan yang baik untuk setiap individu 
rakyat dalam berbagai dimensi.
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Menurut Abd al-Wahhab Abd al-Aziz al-Syisyani menyatakan tugas 
Ulil amri yang termasuk di dalamnya ahl al-hall wa al-aqd ada empat 
macam, yakni: 
1. Mengatur perkara-perkara duniawi (al-isyraf ala syuun al-dunya). 
2. Melindungi agama (bimayah al-din) dari keinginan pihak-pihak tertentu, 
terutama dari kalangan internal umat Islam untuk mengubah ajaran-
ajaranIslam. 
3. Melindungi wilayah Islam dari serbuan musuh yang datang dariluar. 
4. Menjaga solidaritas umat Islam dan menghindarkanya dari berbagai 
macam bentuk pertikaian dan perpecahan.
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Hampir senada dengan pendapat al-Anbari, al-Mawardi menyatakan 
tugas Ulil amri yang termasuk dalamnya ahl al- hall wa al-aqd ada sepuluh 
macam yaitu: 
1. Mempertahankan dan memelihara agama. 
2. Menegakkan hukum dan keadilan terhadap pihak-pihak yangber perkara. 
3. Melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka 
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bebas dan aman, baik jiwa maupun hartanya. 
4. Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum tuhan. 
5. Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh. 
6. Melaksanakan jihad untuk menghadapi pihak-pihak yang memusuh iIslam. 
7. Memungut zakat, pajak dan mendistribusikannya kepada yang berhak. 
8. Mengatur penggunaan harta bayt al-mal (kas negara) secara efektif. 
9. Melantik orang yang jujur dan berkualitas untuk mengurus 
keuangan negara. 




Berdasarkan pandangan-pandangan tiga para pakar hukum tata 
negara dalam Islam tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tugas pokok 
ahl al-hall wa al-aqd adalah mencalonkan dan memilih calon khalifah sesuai 
dengan syari‟at Islam, mensejahterakaan rakyat dan menjalankan kebijakan 
pemerintah sesuai dengan syari‟at Islam. 
Sedangkan kewenangan lembaga legislatif atau ahl al- hall wa al-aqd 
adalah: 
1. Memberikaan masukan dan nasihat kepada khalifah dan tempat konsultasi 
dalam menetukan kebijakannya. 
2. Kewenangan di bidang perundang-undangan yang meliputi: 
a. Menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan 
merumuskan suatu perundang- undangan yang mengikat kepada 
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seluruh umat  tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al- 
Quran danHadits. 
b. Memutuskan salah satu penafsiran peraturan syariat yang 
berpenafsiran ganda, sehingga tidak membingungkan umat. 
c. Merumuskan hukum dari suatu masalah yang tidak diatur dalam 
syariat, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dengan semangat 
syari‟at. 
3. Memilih dan membaiat khalifah. 
Ahlul halli wall aqdi berwenang memilih dan membaiat khalifah yang 
tugasnya adalah meminta pertanggung jawaban khalifah. 
4. Menjalankan fungsi pengawasan dalam kebijakan pemerintah. 
Ahlul halli wall aqdi mempunyai wewenang untuk mengontrol khalifah, 
atas seluruh tindakan yang terjadi secara riil dalam negara.
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Tugas dan wewenang ahl al-hall wa al-aqd sebagaimana diuraikan di 
atas jika dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, niscaya akan selalu 
terpelihara hubungan vertikal dengan tuhan (habl min Allah) dan hubungan 
horizontal dengan sesama manusia (habl min al-nas. Terpeliharanya dengan 
baik kedua macam hubungan ini merupakan karakteristik pemerintahan 
dalam Islam yang beriman dan bertakwa serta bertanggung jawab kepada 
Allah Swt dan kepada rakyat yang berada di bawah kekuasaan-Nya. 
E. Peran Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Islam 
Peran lembaga ahl al-hall wa al-aqd dalam ketatanegaraan Islam itu 
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ternyata berbeda-beda menurut para pakar hukum ketatanegaraan, secara 
substansi sama tetapi dalam stresing dalam peranya terdapat perbedaan 
sebagai berikut: 
1. Menurut Abd al-Wahhab Abd al-Aziz al-Syisyani menyatakan tugas Ulil 
amri yang termasuk dalamnya ahl al-hall wa al-aqd ada empat macam, 
yakni: 
a. Mengatur perkara-perkara duniawi (al-isyraf ala syuun al-dunya). 
b. Melindungi agama (bimayah al-din) dari keinginan pihak-pihak 
tertentu, terutama dari kalangan internal umat Islam untuk mengubah 
ajaran-ajaran islam. 
c. Melindungi wilayah Islam dari serbuan musuh yang datang dari luar. 
d. Menjaga solidaritas umat Islam dan menghindarkanya dari berbagai 
macam bentuk pertikaian dan perpecahan.
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2. Menurut Al-Mawardi peran lembaga perwakilan atau ahl al-hall wa al-
aqd dalam ketatanegaraan Islam, yaitu peran anggota ahl al-hall wa al-
aqd ini setingkat dengan pemerintah, karena majelis inilah yang 
melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah 
melaksanakan pemerintah negara. 
3. Menurut Frenki dalam Peran lembaga perwakilan atau ahl al-hall wa al-
aqd dalam pemerintahan Islam yaitu: 
a. ahl al-hall wa al-aqd mempunyai peran yang penting dalam 
pemerintahan Islam. Antara khalifah dan ahlul halli wall aqdi bekerja 
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sama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi 
kemaslahatan umat. 
b. peran ahl al-hall wa al-aqd dalam pemerintahan adalah sebagai wakil 
rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih khalifah dan 
mengawali khalifah menuju kemaslahatan umat. 
c. Peran ahl al-hall wa al-aqd dalam pemerintahan adalah sebuah 




Dari beberapa peran ahl al-hall wa al-aqd yang telah dikemukakan 
oleh para pakar hukum ketatanegaraan Islam tersebut di atas dapat penulis 
simpulkan bahwa peran ahl al-halli wa al-aqd yaitu: pertama, mempunyai 
hak untuk melindungi rakyat serta  wilayah  dari  ancaman negara lain. 
Kedua, membuat Undang-undang untuk ketertiban rakyat negara. Ketiga,ahl 
al-halli  wal-aqd  mempunyai  peran memilih khalifah untuk kemaslahatan 
kehidupan umat muslim.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, maka pada bab 
trakhir ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bahwa kedudukan lembaga DPD RI dalam sistem tata negara Indonesia 
mempunyai kedudukan dan kewenangan yang terbatas yang telah diatur 
dalam UUD 1945. Jika DPD RI mempunyai kedudukan tidak terbatas, 
maka ia mempuyai kewenangan khusus dan lebih ber-antusias dalam 
kinerjanya membangun daerah. 
2. Pandangan fiqih siyasah dusturiyah terhadap peran DPD RI dalam sistem 
ketatanegaraan Islam. Bahwa DPD RI dalam sistem ketatanegaraan dalam 
Islam yang secara sepesifik disebut dengan ahl al-hall wa al-aqd 
mempunyai peran yang lebih luas. penting dalam pemerintahan Islam, 
antara khalifah dan ahl al-hall wa al-aqd bekerja sama dalam 
menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi kemaslahatan umat. 
Peran ahl al-hall wa al-aqd dalam pemerintahan adalah sebagai wakil 
rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih Khalifah dan mengawal 
Khalifah menuju kemaslahatan umat, jadi peran ahl al-hall wa al-aqd 





wewenang sendiri tanpa intervensi dari Khalifah. Persamaan tugas DPD 
dengan ahl al-hall wa al-aqd adalah perwakilan daerah, membuat 
rancangan undang- undang atau aturan hukum untuk kemaslahatan 
masyarakat, adapun perbedaannya antara DPD dengan ahl al-hall wa al-
aqd adalah DPD memberi usulan atas rancangan undang-undang tidak 
menentukan dalam usulan tersebut sedangkan ahl al-hall wa al-aqd 
mempunyai kewenangan tak terbatas dalam rancangan undang-undang, 
DPD RI merupakan lembaga yang mempunyai peran kewenangan yang 
hanya bisa mengusulkan suatu rancangan undang-undang sedangkan ahl 
al-halli wa al-„aqd merupakan perwakilan rakyat yang dapat memberi 
fatwa. 
B. Saran 
Saran ini ditujukan kepada: 
1. Hendaknya dalam proses perkuliahan mata kuliah fiqih siyasah substansi 
materinya dan pembelajarannya juga ditingkatkan agar mahasiswa fakultas 
syari‟ah dan hukum UIN Suska Riau mendapatkan ilmu pengetahuan 
berkualitas. 
2. Hendaknya DPD RI tetap berupaya melakukan lobi-lobi politiknya kepada 
DPR RI maupun presiden untuk dapat memperkuat otoritas dan perannya 
sebagai lembaga legislatif, serta terus berupaya untuk dilakukan 






3. Hendaknya masarakat mendorong dan memberi masukan kepada DPD RI 
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